BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang :a. bahwa guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan

Mengingat

i

terhadap terjadinya bencana serta untuk menyelenggarakan
penanggulangan  bencana, maka dipandang perlu
membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan
fungsi penanggulangan bencana;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Organisasi
Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah:;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan



Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya
dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemecrintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



8.

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pcrubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 537);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

12,

tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENMAGETAN

Menetapkan

dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Magetan.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri



11.

12.

13.

dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,

lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan, dan
kelurahan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Magetan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPBD, adalah perangkat daerah yang dibentuk
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk

melaksanakan penanggulangan bencana.

. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang

selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
10.

Pimpinan Unsur Pelaksana adalah Pimpinan Unsur
Pelaksana BPBD.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak sesecorang
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai
tujuan organisasi.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.



Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

(2) BPBD dipimpin oleh scorang Kepala Badan yang secara ex-
officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijjakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi sccara adil dan
setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan,;

¢. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
pada wilayahnya;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal
dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

1. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.



Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektif dan efisien;dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri dari :
a. kepala;
b. unsur pengarah; dan

Cc. unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala
Pasal 7
(1) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur

pelaksana penanggulangan bencana.

(2) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupali.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah
Pasal 8

Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.



Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada

Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan

bencana daerah;
b. pemantauan; dan

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah.

Pasal 11

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
terdiri dari Ketua dan Anggota.

(2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijabat oleh Kepala BPBD.

(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

(4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota,
terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi atau
lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari
masyarakat profesional dan ahli.

(5) Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat
profesional adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. berkelakuan baik;

d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan
setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;

e. memiliki wawasan kebangsaan;
memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam

penanggulangan bencana;



oz

memiliki integritas tinggi;

h. non-partisan;

tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota

TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari

pejabat yang berwenang;dan
J. berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari

daerah yang bersangkutan.

(6) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan,
pemberhentian, pergantian antar waktu, masa jabatan, dan

kriteria anggota unsur pengarah penanggulangan bencana
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana
Pasal 13

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf ¢ berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BPBD.

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu

Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Unsur Pelaksana sehari-hari.

Pasal 14

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢
mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana
secara terintegrasi meliputi :

a. prabencana,;

b. saat tanggap darurat; dan

Cc. pascabencana.



Pasal 15

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian;

b. pengomandoan; dan

c. pelaksana.

Pasal 16

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD
yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha,

dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana
dan pascabencana.

Pasal 17

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD yang
dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan

darurat bencana.
Pasal 18

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf ¢, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD
yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah,
instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan
kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana;

Sekretariat Unsur Pelaksana;

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Seksi Kedaruratan dan Logistik;

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan

- 0o o o T

Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan
fungsi organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bagan Susunan Organisasi

Pasal 20

Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural eselon Ill-a.

(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf

e adalah jabatan struktural eselon IV-a.
Pasal 22
Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian,

pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan

dalam penanganan bencana.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.

(3)Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan  dan

mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur
Pelaksana BPBD.

Pasal 25

Unsur Pengarah BPBD melaksanakan sidang anggota secara
berkala sekali setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai

dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku
Ketua Unsur Pengarah.

Pasal 26

Unsur Pengarah BPBD dapat mengundang lembaga pemerintah
baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga
internasional, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam

sidang anggota Unsur Pengarah.

Pasal 27

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan

tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing.

11



Pasal 28

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 29

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam meclaksanakan (ugas
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan

organisasi di bawahnya.
Pasal 30

Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan  prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-
masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD
serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi

kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 31

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana
pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu

dengan instansi teknis terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan
Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap

seluruh tahap penanggulangan bencana.
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan
bencana;
c. kegiatan cksploitasi yang berpotensi menimbulkan
bencana;
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
. kegiatan konservasi lingkungan;
perencanaan penataan ruang;

. pengelolaan lingkungan hidup;

o m ™ 0

. kegiatan reklamasi; dan
i. pengelolaan keuangan.

(3) BPBD bersama instansi atau lembaga terkait melakukan
pengawasan terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh

masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Ketiga

Pelaporan
Pasal 33

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan
bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap
prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana tetap
dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana, Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan/atau Instansi terkait sepanjang belum dilakukan
pelantikan pejabat berdasarkan Struktur Organisasi BPBD yang

diatur dalam Peraturan Daerah ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Pebruari 2013

MAGETAN,

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Pebruari 2013

SEKRETARIS DA KABUPATEN MAGETAN,

s

DUL AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UMUM

Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan dan sesuai amanat
ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, di Kabupaten Magetan perlu dibentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Dasar utama penyusunan Lembaga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk suatu organisasi
adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daecrah,
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah
Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan pemerintahan
yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan dan kekhasan,
yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan
scbagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam
rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah ini memuat nama atau nomenklatur, tugas
pokok dan susunan organisasi yang berbentuk Lembaga Lain berupa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur pendukung yang
sifatnya lebih teknis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini
merupakan bagian dari perangkat daerah sehingga pembentukan dan
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan prinsip
efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
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. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin
pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh Bupati sesuai
dengan lingkup kewenangannya.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
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Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah daerah terkait, yakni
pejabat dari badan atau dinas terkait dengan penanggulangan
bencana.
Yang dimaksud dengan anggota masyarakat profesional dan ahli,
yakni pakar, profesional, atau tokoh masyarakat di daerah, dalam
hal di Daerah tidak ada dapat berasal dari luar daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
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Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
termasuk pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan bencana yang

pembiayaannya menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat.
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 2
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